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ABSTRAK 
 
LA ODE BAHRUSYAWAL NUR, NIM B111 10 420, Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Rangka
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibawah bimbingan 
Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Kasman Abdullah sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi dan kantor 
kecamatan di Kabupaten Muna antara lain yaitu Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, Dinas Pendapatan, 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna dan 15
Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan wilayah Perkotaan dan 8 
Kecamatan wilayah Perdesaan. 7 Kecamatan wilayah Perkotaan tersebut 
yakni Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan
Napabhalano, Kecamatan Duruka, Kecamatan Watuputih, Kecamatan 
Lohia dan Kecamatan Lasalepa. Sedangkan 8 Kecamatan wilayah 
Perdesaan tersebut yakni Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Tongkuno, 
Kecamatan Kusambi, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Lawa, Kecamatan 
Tongkuno Selatan, Kecamatan Kabawo dan Kecamatan Kontu kowuna. 
  Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui bagaimana 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(2). Mengetahui faktor-faktor  apa saja yang menghambat Implementasi 
peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan telah berjalan secara 
optimal. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: Penelitian
kepustakaan, dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, dokumen, 
journal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur 
lainnya yang berhubungan dengan  yang diteliti. Penelitian lapangan yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan mewawancarai pihak
terkait.  Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab 
rumusan masalah pada penelitian ini. 
Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah (1). 
Implementasi peraturan daerah belum sesuai dengan semangat yang 
termaktub dalam peraturan perundang-undangan. (2). Faktor-faktor yang 
menghambat implementasi tersebut yaitu kuarangnya kesadaran 
masyarakat, kelalaian pemerintah dalam hal penerbitan SPPT, kurangnya 
pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, dan domisili wajib pajak yang tidak berada di lokasi  objek 
pajak. Implementasi kebijakan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik 
apabila pemerintahan daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang 
menghambat implentasi peraturan daerah tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 
dimana pemerintahan daerah diberikan hak khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 
pemerintahan, persaingan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan 
antar-pemerintah daerah di tanah air . 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan 
pembangunan, pemerintah daerah juga mengambil peranan penting 
dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan 
pemerintah. Sehingga dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah prinsip pembagaian kewenangan, rentang 
kendali, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan menjadi 
pilar khusus demi  terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik  di daerah. 
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Seiring dengan itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dua sistem pelaksanaan 
pemerintahan di daerah yang dikenal dengan sistem pelaksanaan 
pemerintahan  dekosentrasi yakni pemerintahan daerah yang diberikan 
kebebasan atau hak khusus untuk berinisiatif dalam melaksanakan dan 
memenuhi kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu 
atau sewaktu-waktu pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan 
terhadap pemerintahan daerah terkait dengan kepentingan negara. 
Selanjutnya sistem pelaksanaan pemerintahan desentralisasi yakni 
pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan 
daerah untuk berinisiatif dalam meyelenggarakan kebutuhannya serta 
meningkatkan laju pertumbuhan daerahnya.1 
Menurut Tri Ratnawati Desentralisasi telah menjadi Global trend 
sekaligus kebutuhan masyarakat untuk mempunyai hak yang lebih besar 
dalam menentukan nasib sendiri dan pengaruh yang lebih terhadap 
penyelenggaran pemerintahan di daerah. Sekitar 95% negara demokrasi 
melakukan devolusi politik, fiscal dan kekuasaan adminstratif ke 
pemerintah lokal : 
“People around the world are demanding greater self- determination and 
influence in the decisions of their governments....some 95 percents of 
                                                        
1 Djamali Abdoel. 1984. Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 
Hal. 90-91 
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demokraties....are devolving  politikal, fiscal, and adminstratif powers to 
subnational govenments...” 2 
 Kuncoro Mudrajad dalam bukunya mengatakan bahwa dalam 
catatan sejarah perekonomian desentralisasi telah muncul kepermukaan 
sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan adminstrasi pembangunan 
sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi 
tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan 
populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with 
equity), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu 
proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah 
dikendalikan dan direncanakan dari pusat.3 
 Dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah yang 
dimulai dengan perencanaan program legislasi, daerah diharapkan 
mampu melahirkan produk hukum yang terencana, terpadu dan 
sistematis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan 
negara dan daerah. 
 Dalam penerapan konsep desentralisasi dalam hal pengelolaan 
keuangan daerah adalah wewenang daerah untuk mengelolah sumber-
sumber keuangan pemerintah untuk menopang sebahagian pembiayaan 
dalam perencanaan belanja daerah, kewenangan tersebut memiliki makna 
yang luas, yaitu menggali potensi sumber keuangan yang ada di daerah, 
                                                        
2 Ratnawati, Tri . 2006. Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia Pada Masa Perubahan (Otonomi 
Daerah Tahun 2000-2005). Yogyakarta : Pustaka PelajarHal. 1 
3 Kuncoro Mudrajad. 2004 . Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, 
Strategi dan Peluang  “Ide Dasar Desentralisasi” Jakarta : Erlangga. Hal. 3 
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merencanakan, melaksanakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
tersebut.4  
 Salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari 
perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah bagian daerah dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang kemudian disingkat PBB. 
PBB adalah pajak pusat yang dipungut oleh daerah yang kemudian dibagi 
hasilkan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang 
Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan 
Daerah.5 
 Salah satu indikator keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari 
kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 
Pengelolaan keuangan negara yang baik akan bermuara pada 
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan usaha-
usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan 
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 
dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut.6 
                                                        
4 Kusno wibowo wahyu. 2002.  Tesis  yang diajukan pada program pasca sarjana Universitas 
Diponegoro yang berjudul : Mekanisme penetapan tarif pajak bumi dan bangunan Kota 
Banjarnegara. Hal. 1 
5 Ibid 
6 Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 143 
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 Dalam melakukan kiat-kiat untuk menumbuhkan surplus keuangan 
dan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan 
masyarakat menurut penulis pemerintah daerah perlu kiranya melihat 
sejauhmana efektivitas implementasi Peraturan Daerah yang telah 
dikeluarkan terutama pada Peraturan Daerah yang berhubungan langsung 
dengan sumber pendapatan asli daerah. Sebagaimana telah penulis 
jabarkan pada paragraf sebelumnya bahwa salah satu indikator 
keberhasilan daerah adalah sejauhmana pemerintahan daerah mampu 
mengelola  keuangan daerah.  
Pada daerah Kabupaten Muna Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten MunabNomor 12 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  
Sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 
mengkaji secara khusus tentang pengimplementasian Peraturan Daerah 
tentang  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut.. 
Peraturan Daerah sebagaimana yang telah penulis paparkan pada 
paragraf sebelumnya yang diambil dari beberapa referensi merupakan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, untuk itu perlu kiranya 
melihat titik jelas dikeluarkanya Peraturan Daerah tersebut, serta 
sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 
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Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian kita 
dapat terlihat dengan jelas faktor-faktor apa sajakah yang menghambat 
implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak berjala secara Optimal. 
 Dari penjelasan latar belakang diatas dan oleh karena urgensi dari 
pada implementasi Peraturan Daerah  terkhusus pada Peraturan Daerah 
yang berkaitan dengan salah satu sumber pendapatan asli daerah 
merupakan hal yang penting dari pada pelakasanaan pemerintahan 
daerah dalam rangka mewujudkan Good Government. maka penulis 
mencoba membahas tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan dalam Rangka Peningkatan Pendapan Asli 
Daerah (PAD)” diajukan untuk dilakukan penelitian sebagai bahan dalam 
penyusunan Tugas akhir/Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi 
S1 pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka peningkatan pendapatan 
asli daerah? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang PBB Perkotaan 
dan Perdesaan tidak berjalan secara Optimal? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 12  Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak berjalan 
secara optimal. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis penelitiaan ini dilakukan untuk melihat apakah 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 
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2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
telah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Secara Praktis Penelitian ini dapat dikatakan sebagai Imbauan 
kepeda segenap masyarakat Kabupaten Muna untuk menaati 
setiap produk hukum dan menyadari bahwa pentingnya 
pembayaran pajak dan retribusi daerah karena berimplikasi pada 
pembangunan sarana umum  dan pertumbuhan ekonomi di daerah. 
Kemudian yang kedua yakni penelitian ini juga diharapkan dapat 
memperluas wawasan dan pengetahuan penulis terkait sejauh 
mana penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh semasa 
perkuliahan. 
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi 
kepustakaan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan 
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah 
(Eksekutif) dan Dewan perwakilan rakyat daerah (Legislatif) serta 
perangkat lain yang ada di daerah. 
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : 
“Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dari 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah” 
Dalam penyelengaraan pemerintahan daerah kepala daerah dibantu 
perangkata daerah yang terdiri dari SEKDA (Sekretaris Daerah), DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) , Dinas daerah, Lembaga tekhnis 
daerah serta khusus untuk Kabupaten/Kota ditambah dengan Perangkat 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah dan DPRD. 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan  pemrintah pusat menggunakan 
asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah 
daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang 
didalam hukum adminstrasi negara dikenal dengan “asas-asas umum 
pemerintahan yang layak”. Asas ini telah dikenal di indonesia walaupun 
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secara formal belum diakui sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus 
ditaati oleh penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
Secara yuridis formal, hal seperti ini baru diakui di negara kita setelah 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN). Dtambah dengan asas efisiensi dan asas efektivitas. 
Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ditegaskan bahwa asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.7 
Asas tersebut disebut dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” 
yang dirinci antara lain : 
a. Asas kepestian hukum; 
b. Asas tertib penyelenggaraan negara; 
c. Asas kepentingan umum; 
d. Asas keterbukaan; 
e. Asas proposionalitas; 
f. Asas profesionalitas; 
g. Asas akuntabilitas; 
h. Asas efisiensi; dan 
i. Asas efektivitas. 
                                                        
7 Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 27-28 
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Hal tersebut diatas lebih dikenal dengan sebutan “good government” (tata 
pemerintahan yang baik).8 
2. Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan yang secara sah diterbitkan 
oleh pemerintahan daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah 
berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan 
Daerah  sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 
Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu 
dengan lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan tersebut juga 
terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas 
sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. 
Peraturan Daerah adalah perpaduan antara dua kata, yaitu ‘peraturan’ 
dan ‘daerah’. S.F Marbun memberikan pengertian bahwa “Peraturan 
adalah merupakan hukum yang in abstracto atau general norms yang 
                                                        
8 Ibid 
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sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur 
hal-hal yang bersifat umum (general).9 
Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah 
daerah. Laica Marzuki dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip 
pembentukan peraturan daerah menyebutkan bahwa : 
“Dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia, pemerintahan 
daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi”. 10 
Pada hakikatnya, peraturan daerah merupakan keputusan dalam arti 
yang luas, sebagai tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak 
dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga sosial 
dalam masyarakat serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat 
di daerah dengan dasar dasar keadilan dalam mencapai kesejahteran 
umum. 
3. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah 
Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 menetapkan bahwa : 
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan”. 
                                                        
9 Sunarno, Siswato. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 
94 
10 H.M. Laica Marzuki. 2009. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah, Jurnal Konstitusi MK 
volume 6 nomor 4. Jakarta : sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 1 
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Regulasi dalam peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan 
legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang 
berkaitan dengan kepentingan negara dan daerah berdasarkan Asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD 
dan gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD 
kepada Gubernur/Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan daerah. 
Dimana penyampaian racangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 
Sedangkan Peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau 
Bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui 
bersama (Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 
Untuk membuat suatu peraturan daerah seyogyanya memperhatikan 
landasan perundang-undangan. Dimana sekurang-kurangnya memuat 
tiga landasan pembentukan perundang-undangan yakni : 
a. Landasan Filosofis 
Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis 
apabila rumusannya atau norma-norma didalamnya mendapatkan 
pembenaran apabila dikaji secara mendalam. Dimana ia telah sesuai 
dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam kehidupan 
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bermasyarakat, cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita 
kesusilaan. 
b. Landasan Sosiologis 
Suatu undang-undang dikatakan mempunyai landasn sosiologis 
apabila ketentuan-ketentuanya sesuai dengan keyakinan umum atau 
kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting sebab undang-undang 
yang dibuat tidak sampai menjadi huruf-huruf mati belaka yang 
diabaikan oleh masyarakat. 
c. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis (landasan hukum) adalah landasan yang 
terdapat pada ketentuan ketentuan hukum yang lebih tinggi 
derajatnya. Tertib dalam hirarki perundang-undangan dalam 
ketatanegaraan kita yang berpuncak pada Undang-undang Dasar. 
Landasan ini begitu penting untuk diperhatikan agar tidak 
menyimpang dari cita-cita negara kesatuan, persatuan bangsa serta 
cita-cita negara demokrasi.11 
 
 
 
 
 
 
                                                        
11 Dahlan thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Yogyakarta : Total 
Media. Hal. 299-300 
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4. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 
Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan, tugas dan 
wewenang  DPRD mengalami peningkatan yang substansial. Hal ini 
terlihat dari kedudukan DPRD yang dahulu dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1972 menjadi bagian dari pemerintah daerah, sekarang terpisah 
dengan kepala daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah 
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. 
Kedudukan DPRD yang demikian itu akan lebih meneguhkan kedudukan, 
tugas, dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atau 
pengwasan terhadap pemerintah daerah. 
Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tugas dan 
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain : 
a. Bersama dengan gubernur, bupati atau walikota membuat 
peraturan daerah; 
b. Bersama dengan gubernur, bupati atau walikota menetapkan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah dan peaturan perundang-undangan lain, keputusan 
gubernur, bupati atau walikota lain, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah dan kerjasama internasional di daerah; 
d. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 
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Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD mempunyai hak, 
yakni (a) meminta pertanggung jawaban gubernur, bupati dan walikota; (b) 
meminta keterangan kepada pemerintah daerah; (c) mengadakan 
penyidikan (d) mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah; 
(e) mengajukan pernyataan pendapat; (f) mengajukan rancangan 
peraturan daerah; (g) menetukan anggaran pendapatan dan belanja 
DPRD; (h) menetapkan peraturan tata terib DPRD. 
Namun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah ditentukan sebagai 
berikut : 
(1) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 
persetujuan bersama DPRD. 
(2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi, tugas pembantuandan merupakan penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah. 
(3) Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
(4) Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
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(5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisanatau tertulis 
dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan 
daerah. 
(6) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan biaya paksaan 
penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.,- 
(7) Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah 
ditetapkan untuk melaksanakan peraturan daerah 
(8) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran 
daerah. 
(9) Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai 
penyidik pelanggaran peraturan daerah (PPNS Perda). 
(10) Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan 
peraturan kepala daerah dalam berita daerah.12 
 
5. Materi Muatan Peraturan Daerah 
Dalam Perundang-undangan materi muatan undang-undang 
dapat dilihat apabila : 
a. Terpenuhinya nilai-nilai fundamental yang menjemakan 
karakter bangsa dan asas-asas/prinsip-prinsip yang bersifat 
umum atau khusus; 
                                                        
12 Ni’ matul Huda. 2005. Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangan dan Problemtika). 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar . Hal. 231-234 
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b. Terpenuhinya pengakuan, penghormatan pemenuhan, 
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; 
c. Terpenuhinya standar perumusan norma; 
d. Terbenuhinya kejelasan tentang subjek baik dari segi 
kedudukan, maupun dari segi perilaku dan objek sasaran 
pengaturangnya serta wilayah dan waktu keberlakuaanya; 
e. Terpenuhinya syarat atau prosedur untuk berbuat sesuatu 
atau sebaliknya bagi subjek pemegang peran dan aparat 
pelaksananya; 
f. Terpenuhinya aspek dana dan fasilitas bagi penerapan dan 
penegakanya; 
g. Memiliki kekuatan adaptasi dan prediktibilitas yang tinggi 
terhadap setiap perubahan kondisi masyarakat; 
h. Memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstistusi 
termaksud dalam hal kejelasan dan rincian tentang syarat 
atau prosedur pendelegasian pengaturan lebih lanjut (jika 
ada).13 
Materi muatan peraturan daerah menurut Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 
                                                        
13 Achmad Ruslan. 2011. Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undngan 
di Indonesia. Yogyakarta : Rangkang Education. Hal. 144-145 
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lebih tinggi. Kemudian Pasal 13 menetukan materi muatan peraturan 
desa/ yang disingkat adalah seluruh materi dalam rangka 
penyelenggaraan urusan desa atau yang disingkat serta penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Selain itu peraturan daerah juga tidak boleh memuat hal-hal urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti halnya 
yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas : 
a. Politik luar negeri; 
b. Pertahanan; 
c. Keamanan; 
d. Yustisi; 
e. Moneter dan fisikal nasional; dan; 
f. Agama. 
Pada dasarnya peraturan daerah mengatur semua urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 138 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menetapkan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : 
a. Pengayoman; 
b. Kemanusiaan; 
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c. Kabangsaan; 
d. Kekeluargaan; 
e. Kenusantaraan; 
f. Bhineka Tunggal Ika; 
g. Keadilan; 
h. Kasamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan; 
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau; 
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Selain itu Peraturan Daerah dibentuk oleh beberapa asas berikut : 
a. Asas “lex specialis derogat legi generalis” yang memiliki makna 
bahwa peraturan perundang - undangan yang lebih khusus 
mengesampingkan peraturan-peraturan yang lebih umum. 
b. Asas “lex superiori derogat legi inferiori” yang memilki makna 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan-peraturang yang lebih tinggi. 
c. Asas “lex posterior derogate lex priori” yang memiliki makna bahwa  
peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian 
mengesampingkan peraturan yang lahir terlebih dahulu jika materi 
yang diatur sama. 
d. Asas Kepastian hukum bahwa setiap peraturan perundang-
undangan harus mampu menjamin kepastian hukum dalam upaya 
menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 
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e. Asas Pengayoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 
menciptakan keetentraman dalam masyarakat. 
f. Asas mengutamakan kepentingan umum bahwa dalam peraturan 
perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara 
berbagai kepentingan dan mengutamakan kepentingan umum. 
g. Asas kenusantaraan bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan 
kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis 
peraturan perundang-undangan dalam konteks Perda.14 
 
6. Urgensi Peraturan Daerah 
Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Konsekuensi logis daripada 
penerapan asas desentralisasi adalah daerah memiliki hak untuk 
membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan 
seperti peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, 
Bupati/Walikota dalam rangka menjaga  yang kestabilan pemerintahan 
mulai dari urusan sumber pendapatan daerah sampai dengan urusan 
belanja daerah. 
                                                        
14 Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan indonesia perspektif konstitusional. Yogyakarta : Total 
Media. Hal. 68-69 
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Pada hakikatnya peraturan daerah mengatur setiap kepentingan 
yang ada di daerahnya, dimana setiap peraturan daerah yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan sesatu yang penting 
untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berdasarkan hasil 
pengamatan penulis di lapangan  masih ada beberapa peraturan 
daerahyang dikeluarkan oleh daerah, khususnya daerah Kabupaten 
Muna yang belum atau tidak berlaku secara menyeluruh sampai ke 
pelosok-pelosok daerah terpencil. 
Untuk itu perlu kiranya sebuah peraturan daerah yang sifatnya 
mengikat harus memuat sanksi, agar dalam penerapan peraturan 
daerah tersebut dapat berjalan secara maksimal dan efektif. Menurut 
Rozali Abdulah bahwa suatu peraturan daerah mestinya memuat 
sanksi berupa : 
1. Pembentukan biaya paksaan, Penegakan hukum, 
seluruhnya/sebagian kepada pelanggar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, 
2. Pidana Kurungan 6 Bulan/denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- 
3. Ancaman pidana/denda selain yang telah disebutkan diatas 
sesuai dengan pertauran perundang-undangan.15 
 
                                                        
15 Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 134 
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B. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah 
Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber 
pembiayaan pada hakikatnya memeberikan petunjuk bahwa pengaturan 
hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah 
pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan daerah. 
Suatu sistem hubungan antara keuangan pusat dan daerah hendaknya 
dapat memberikan penjelasan mengenai berapa luas kewenangan yang 
dipunyai oleh pemerintah daerah dalam kebebasannya mengadakan 
pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerpan 
sanksinya; dan seberapa luas kebebasan pemerntah daerah dalam 
menentukan besar dan arah pengeluarannya. 
Oleh karena itu, untuk melihat suatu sitem hubungan antaraa 
keuangan pusat dengan daerah perlu kiranya melihat dari keselurhan 
tujuan antara hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini ada 
empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan 
keuangan pusat dan daerah, yaitu: 
a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang 
rasional diantara berbagai tingkat pemerintah mengenai pengalihan 
sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan 
penggunaannya, yaitu suatu pola umum yang sesuai dengan 
konsep desentralisasi. 
b. Sistem tersebut seharusnya meyajikan suatu bagaian yang 
memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara 
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keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi 
penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah. 
c. Sitem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan 
pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, atau 
sekurang-kurangnya memeberikan prioritas pada pemerataan 
pelayanan kebutuhan dasar tertentu. 
d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus 
sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari 
pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. 
Masalah hubungan antara keuangan pusat dengan daerah dapat 
dipecahkan dengan sebaik-baiknya apabila masalah pembagian tugas 
dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. 
Pemerintah daerah sudah tentu harus memilki kewenagan 
membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat 
menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. 
Dalam praktik, kebebasan ini dapat terbatas apabila sumber-sumber 
pendapatan yang diserahkan kepada mereka oleh konstitusi tidak 
mencukupi untuk menjalankan fungsi-fungsi, sehingga mereka tergantung 
pada subsidi dari pemerintah pusat. 
Dalam rangka menyelengggarakan pemerintahan, pelayanan 
masyarakat, dan pembangunan pemerintahan suatu negara pada 
hakikatnya mengemban tiga fungsi utama. Pertama yaitu fungsi alokasi 
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yang meliputi sumber-sumber ekonomi dlam bentuk barang dan jasaa 
pelayanan masyarakat. Kedua yaitu fungsi distribusi yang meliputi 
pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. 
Ketiga yaitu fungsi stabilitas yang meliputi pertahan-keamanan, ekonomi, 
dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan untuk fungsi alokasi pada 
umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena 
daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar 
pelayanan masyarakat. 
Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah merupakan suatu 
sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang 
mencakup pembagia keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta 
pemertaaan antar daerah secara proposional, demokratis, adil, transparan 
dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan 
dengan kewajibandan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termaksuk pengelolaan dan 
pengawasan keuangannya.16 
Melalui undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terbukalah kesempatan 
bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah 
tangganya secara lebih leluasa. Untuk itu, kesiapa daerah untuk 
melaksanakan undang-undang tersebut perlu didukung oleh sumberdaya 
                                                        
16 Ni’ matul Huda. 2005. Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangan dan Problemtika). 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar . Hal. 102-104 
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manusia dan perangkat kelembagaan yang berkualitas dan representatif. 
Selain itu, perlu dibangun sistem politik yang akomodatif terhahap tuntutan 
daerah dan mengondisikan bahwa menjadi bagian dari negara kesatuan 
republik indonesia merupakan keberuntungan bukan kebuntungan. 
Disamping tiu, demokrasi di tingkat lokal menjadi suatu keharusan agar 
desentralilsasi tidak membawa implikasi pada otoritrianisme di tingkat 
lokal.17 
Dalam upaya memberdayakan pemerintahan daerah, maka prespektif 
perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran 
daerah adalah: 
a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan 
publik (Public oriented). Hal ini tidak terlihat pada besarnyaporsi 
pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga 
terlihat pada besarnya pastisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. 
b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. 
c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para 
partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, 
Kepala daerah, Sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya. 
                                                        
17 Ibid 
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d. Kerangka hukum dan adminstrasi bagi pembiayaan, investasi, dan 
pengelolaan uang daerah berdasarkan kaida mekanisme pasar, 
value for money, transparansi dan akuntabilitas. 
e. Kejelasan tentang keuangan DPRD, Kepala daerah, dan PNS 
daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya. 
f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja 
dan anggran multitahunan. 
g. Prinsip pengelolaan barang daerah yang lebih profesional. 
h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah , laporan keuangan, peran 
DPRD, dan akntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan 
ranting kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran 
kepada pblik. 
i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan 
pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna 
pengembangan profesinonalisme aparat pemerintah daerah. 
j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk 
menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan 
komitmen pemerintah darah terhadap penyebarluasan informasi 
sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta 
mempermudah pemerolehan informasi.18 
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa desentralisasi merupakan 
salah satu strategi baru kita untuk menghadapi era baruyang penuh 
                                                        
18 Ibid. Hal 108 
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dengan new rules di masa yang akan datang. Agar pendanaan 
penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien serta untuk 
mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada 
suatu bidang pemerintahan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 juga diatur dalam bidang keuangan antara pusat dengan 
daerah dalam pasal 15 yang meliputi : 
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk mnyelenggarakan 
urursan pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah 
daerah; 
b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah; dan 
c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. 
Kemudian dalam bidang keuangan antar-pemerintahan daerah meliputi: 
a. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemrintahan daerah provinsi 
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 
b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab 
bersama; 
c. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah;dann 
d. Pinjaman dan/atau hibah antar-pemerintah daerah.19 
 
 
 
 
                                                        
19 Ibid Hal. 118 
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C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Salah satu indikator keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari 
kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 
Pengelolaan keuangan negara yang baik akan bermuara pada 
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan usaha-
usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan 
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 
dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut.20 
Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas : 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas : 
a. hasil pajak daerah; 
b. hasil retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan antara 
lain yaitu bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga; 
d. lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar 
pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro,hasil penjualan 
aset daerah; 
                                                        
20 Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 143 
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2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah); 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau 
dana darurat dari penerimaan pusat.21 
 Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-
undang dimana pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah. Dalam hal 
ini pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan atau dengan 
kata lain diluar yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas dana bagi hasil, dana yang 
berasal dari pajak dan sumber daya alam. 
1. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: 
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, 
perkebunan, pertambangan serta kehutanan; 
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sektor perdesaan, 
perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; 
c. Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan pasal 29 
wajib pajak orang pribadi dalam negara.22 
 
 
 
                                                        
21 Ibid. Hal 144 
22 Ibid 
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D. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Secara Hukum, pajak dan retribusi dapat dilakukan penggolongan 
berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan 
pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak dan retribusi 
merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, 
penggolongannnya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri 
yang dimilikinya.23 
Untuk pengertian pajak dan retribusi daerah yang akan penulis 
paparkan berdasarkan pendapat pakar dan undang-undang yang dapat 
dilihat sebagai berikut : 
1. Pengertian Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh daerah serta 
penegihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola 
pajak-pajak daerah.24 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.25 
                                                        
23 Muhammad Djafar Saidi .2007. Pebaharuan Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 27 
24 Ibid. hal 29 
25 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 
angka 10. 
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 Hal ini menunjukan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang 
dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi 
yang berkewajiban. Berdasarkan definisi pajak diatas dapat ditarik 
kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dan aturan pelaksanaanya. 
2. Pembayaran pajak masuk dalam kas negara yaitu kas 
pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan 
jenis pajak yang dipungut) 
3. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan 
manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak 
4. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang 
tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan 
sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan  
ketentuan yang diatur dalam aturan perundang-undangan.26 
2. Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 
karena adanya jasa teretentu yang diberikan oleh negara bagi 
penduduknya secara perorangan.27 
                                                        
26 Amin widjaja tunggal.1991. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan. Jakarta : Rineka 
Cipta. Hal. 15 
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Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, 
retribusi yang dipungut di Indonesia saat ini adalah retribusi daerah. 
Sedangkan pengertian dari retribusi daerah itu sendiri yaitu : 
 “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” 28 
Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini 
dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut  : 
1. Retribusi yang dipungut merupakan pungutan yang dipungut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. 
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas daerah. 
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas 
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran 
yang dilakukannya. 
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diperoleh oleh pemerintah 
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalahsanksi adminstratif, 
yaitu jika tidak membayar retribusi dan yang kedua yaitu tidak 
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.29 
                                                                                                                                                        
27 Siahaan Marihot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 5 
28 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 
angka 64. 
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3. Asas-asas Pemungutan Pajak 
Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip 
yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Berikut 
ini akan dijelaskan beberapa asas yang penting dalam hal desain sistem 
pemungutan pajak : 
(a) Asas Equity/Equality 
Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila 
masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut 
pemerintah telah dipungut secara adil dan setiap wajib pajak telah 
membayar sesuai dengan bagiannya. Asas equity mengatakan 
bahwa pajak itu harus adil dan merata. 
(b) Asas Revenue Produktivity 
Revenue Produktivit principle merupakan asas yang lebih 
menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh 
pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai Asas 
terpenting. Sebab asas ini menyetakan bahwa jumlah pajak yang 
dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda 
pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap 
harus diperhatikan bahwa umlah pajak yang dipungut terlalu tinggi 
sehinggga menghambat laju pertumbuhan ekonomi. 
 
 
                                                                                                                                                        
29 Ibid. Hal. 7 
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(c) Asas Ease Of Adminstration 
Penjelasan dari masing-masing unsur asas ease of adminstration 
adalah sebagai berikut : 
1. Asas Certainty (Kepastian) yaitu asas yang menyatakan bahwa 
harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun wajib 
pajak sebagaimana Ray M. Sommerfeld menegaskan bahwa 
untuk meningkatkan kepastian hukum, perlu disediakan 
peraturan atau petunjuk pemungutan pajak yang terperinci, 
advanced rulings, maupun interpretasi hukum lainnya. 
2. Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) asas yang 
menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah 
dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” semisal pada 
saat penerimaan gaji atau penghasilan lain. 
3. Asas Efficiency yaitu  apabila biaya pemungutan pajak yang 
dilakukan oleh kantor pajak lebih kecil dari pada jumlah 
penghasilan wajib pajak. 
4.  Asas Simplicity yaitu wajib pajak diberikan kemudahan dalam 
menghitung dengan menggunakan norma penghitungan 
penghasilan yang sifatnya hanya merupakan asumsi atau 
perkiraan. 
(d) Asas Neutrality 
Asas ini mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari 
distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap 
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produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak yang 
ditetapkan tidak samapai mempengaruhi pilihan ekonomi 
masyarakat dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen dalam 
menghasilkan barang dan jasa dalam masyarakat.30 
4. Fungsi Pajak dan Retribusi 
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam kajian hukum pajak ternyata 
pajak memiliki fungsi yang berbeda dengan retribusi. Fungsi pajak dapat 
berupa fungsi anggaran (Fungsi budgeter) dan fungsi mengatur (Fungsi 
regulerend). Sedangkan fungsi retribusi hanya memilki fungsi anggaran 
(Fungsi budgeter). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur 
sebagaimana yang terdapat pada pajak. Retribusi menurut penjelasan 
diatas memilki  makna bahwa hanya semata-mata untuk mengisi kas 
negara maupun kas daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkn 
dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan 
demikian pemerintah dilarang mengatur retribusi kepada msayarakat 
taatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang telah disediakan. 
Misalnya masyarakat yang tidak menggunakan pasar untuk aktifitas 
ekonomi, maka pemerintah dilarang untuk memungut retribusi pasar. 31 
Kedua fungsi pajak tidak mutlak beriringan dalam pelaksanaannya, 
bergantung pada kemauan poltik pemerintah pada saat itu. Dalam arti 
bahwa kehendak poltik pemerintah untuk menekan tindak kejahatan 
                                                        
30 Rosdiana haula, tarigan rasin. 2005. Perpajakan (teori dan aplikasi). Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 
141 
31 Muhammad Djafar Saidi .2007. Pebaharuan Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 33 
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dalam masyarakat. Maka fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur 
dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat 
membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah akan ditingkatkan, 
fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjaring sebanyak-
banyaknya wajib pajak. Dalam praktik bernegara, ternyata fungsi pajak 
tersebut diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat.32 
Berbeda dengan fungsi retribusi yang pada dasarnya tidak memiliki 
fungsi mengatur, kecuali hanya memilki fungsi mengisi kas negara atau 
daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang 
disediakan oleh negara atau daerah. 
E. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas 
tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan 
sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai 
suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar 
pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP 
ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap 
tahun oleh menteri keuangan. 
 
                                                        
32 Ibid. hal. 34 
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1. Objek Pajak Bumi dan Banguan 
Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah “bumi dan/atau 
bangunan”. Keduanya dapat berdiri sendiri atau secara bersama-sama 
sebagai objek yang dapat dikenakan PBB. Bumi sebagai objek pajak 
adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah Indonesia. Sebagai objek pajak bumi dan banguanan, bumi 
terikat pada klasifikasi yang diberikan oleh mentri keuangan. Akan tetapi, 
klasifikasi tersebut dapat berubah berdasarkan perkembangan dimasa 
mendatang.33 
Klasifikasi bumi adalah pengelompokan bumi menurut nilai jualnya dan 
digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan penghitungan pajak 
bumu dan banguanan yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi 
perlu kiranya memperhatikan faktor-faktor berikut : 
a. Letak; 
b. Peruntukan; 
c. Pemanfaatan; 
d. Kondisi lingkungan, dan lain-lain.34 
Kemudian bangunan sebagai objek pajak bumi dan bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
                                                        
33 Muhammad Djafar Saidi .2007. Pebaharuan Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo. hal 54 
34 Ibid 
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dan/atau perairan yang diperuntukan sebagai tempattingggal dan/atau 
tempat usaha. 
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak 
dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki 
kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya.  
Wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dam 
ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau 
badan yang dikenakanpajak bumi dan bangunan karena secara nyata : 
1. Mempunyai hak atas bumi (tanah); dan/atau 
2. Memperoleh manfaat atas bumi(tanah);dan/atau 
3. Memiliki bangunan;dan/atau 
4. Menguasasi bangunan;dan/atau 
5. Memperoleh manfaat banguan.35 
Apabila ada objek pajak yang belum diketahui subjek pajak atas objek 
pajak tersebut, maka pejabat pajak berwenang menetapkan subjek pajak 
                                                        
35 Ibid. Hal.76 
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sebagai wajib pajak. Kewenangan ini bertujuan agar objek pajak ini 
dikenakan pajak bumi dan bangunan.36 
F. Kewajiban Pejabat Pajak dan Ketentuan Pidana 
1. Kewajiban Pejabat Pajak 
Setiap pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk mengelola  
dilarang untuk memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan 
atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini 
berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas perpajakan daerah. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa 
setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah 
atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan 
pengenaan dan pemungutan pajak daerah.37 
2. Ketentuan Pidana 
Wajib pajak yang karena sengaja atau karena kealpaannya  tidak 
menyampaikan SPTPD  atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingg 
menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, dapat dipidana 
dengan pidana penjara/kurungan dan/atau denda sesuai dengan 
                                                        
36 Ibid 
37 Ibid. Hal. 163-164 
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ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak 
dituntut melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutang pajak 
atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau 
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.38 
 Sanksi pidana atau penjara dan/atau denda juga dikenakan 
terhadap pejabat karena kealpaan atau dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban atau merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang 
disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib 
pajak dan pejabat pajak (firkus) senantiasa melaksanakan hak dan 
kewajibanya secara benar dan bertanggung jawab. Olehnya itu perlu 
kiranya memeperhatikan komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan 
pejabat pajak. 
 Ketentuan pidana ini dimuat sebab dalam pelaksanaannya 
pemungutan pajak khususnya pajak daerah, masyarakat dituntut agar 
menaati segala bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. 39  Sebab hal ini berhubungan erat dengan kesejahteraan 
masyarakat umum dan terlaksananya pemrrintahan yang baik di daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  
 
                                                        
38 Ibid 
39 Ibid 
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BAB III 
METODE PENILITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Oleh karena Masalah yang akan diteliti adalah 
ImplementasianPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 
penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, 
yakni pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Kantor DPRD Kabupaten Muna, 
dan beberapa Kecamatan di Kabupaten Muna yang dipungut Pajak 
Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil 
wawancara penulis dengan Anggota DPRD Kabupaten Muna 
sebagai perwakilan legislatif dalam pelaksanaan pengawasan 
penerapan peraturan daerah, Kepala atau sekertaris Dinas 
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Muna sebagai pihak yang mengetahui pelaksanaan pengelolaan 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan yang 
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terakhir yaitu aparatur kecamatan sebagai kolektor atau pihak yang 
memungut  langsung pajak bumi dan banguanan di lapangan.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian berbagai 
sumber kepustakaan, dokumen, journal, peraturan perundang-
undangan dan berbagai referensi di internet yang dapat dipercaya 
yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan pihak terkait. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menelaah data-data sekunder berupa buku-buku 
literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk 
menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Muna terletak di jazirah sulawesi bagian tenggara, 
meliputi bagian utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di 
sekitar kawasan tersebut, terletak di bagian selatan khatulistiwa pada 
garis lintang 4º06 - 5.15° LS dan 120.00° – 123.24° BT. Luas daratan 
Kabupaten Muna seluas 4.887 km² atau 488.700 ha, berbatasan dengan 
: 
Sebelah Utara : Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Tiworo 
Sebelah Selatan : Selat Muna 
Sebelah Barat : Selat Spelman 
Sebelah Timur : Kabupaten Buton Utara dan Pulau Kajuangi 
Kabupaten Muna pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-
rata antara 25º C – 27º C. Musim hujan terjadi antara bulan November 
dan mulai Maret, dimana pada bulan tersebut angin bertiup dari Benua 
Asia dan Samudera Pasifik mengandung banyak uap air yang 
menyebabkan terjadinya hujan di wilayah Indonesia, sedangkan musim 
kemarau terjadi antara bulan Mei dan bulan Oktober, pada bulan ini angin 
bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung 
uap air.40 
 
 
                                                        
40 http//www.wikipedia.org 
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1. Administratif 
Secara administratif Kabupaten Muna terdiri dari 33 kecamatan 
definitif, selanjutnya terbagi atas 220 desa, 39 kelurahan dan 1 unit 
pemukiman transmigrasi (UPT). Komposisi desa berdasarkan klasifikasi 
desa adalah sebanyak 293 desa tidak termasuk (UPT) dan keseluruhan 
terdiri dari desa swakarya dan desa swadaya serta desa swakarya masing 
masing sebanyak 227 desa (77,47%) kategori swadaya mula, (89,16%) 
dan desa swakarya sebanyak 31 desa atau 10,38% dari seluruh desa dan 
kelurahan yang telah diklarifikasi.41 
2. Kependudukan 
Tahun 1961 jumlah penduduknya baru mencapai 111.766 jiwa, 
sepuluh tahun kemudian, yakni tahun 1971 meningkat menjadi 154.024 
jiwa atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,26% per tahun. 
Pada tahun 1980 meningkat menjadi 174.057 jiwa atau tumbuh sebesar 
1,37% per tahun, kemudian tahun 1990 meningkat menjadi 226.933 jiwa 
atau tumbuh sebesar 1,37% per tahun. Berdasarkan hasil sensus tahun 
2000, penduduk di wilayah ini telah berjumlah 273.160 jiwa atau 
mengalami pertumbuhan atau rata-rata 1,90% per tahun. Terakhir 
berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2005 telah 
berjumlah 304.753 jiwa.42 
 
                                                        
41 Ibid 
42 Ibid 
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B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 
Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam 
Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
 
Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional 
pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah dengan  menyebutkan bahwa :  
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.  
 
Berangkat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di tanah air,  pemerintah kemudian mensahkan 
Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sebelum 
yang terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, seiring dengan itu pemerintah juga  kemudian 
mensahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”43 
                                                        
43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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Pemerintahan Daerah kemudian diharapkan dapat melahirkan produk 
hukum daerah yang mengatur tentang sumber pendapatan dan 
pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dimaksudkan Karena 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah 
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 
demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kondisi dan 
kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. maka pemerintah kemudian 
mengatur salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Undang-
Undang tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan kebijakan otonomi 
pada tiap-tiap daerah, maka pemerintah menganggap bahwa perlu 
adanya penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah terkait dengan 
penerapan asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi sebagaimana 
yang termaktub Pasal 1 ayat (7) dan (8)  dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, 
dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan 
pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat dengan pemrintahan 
Daerah. Maka semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan 
pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan 
daerah. 
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang 
antara lain berupa :  
a. kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan 
urusan pemerintah yang diserahkan;  
b. kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi 
daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber 
daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan 
lainnya; 
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c. hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-
sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber 
pembiayaan. 44 
Di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan negara, 
terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan daerah dan kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali 
kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah 
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan 
keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) 
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian 
dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan 
kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaan keuangan daerah kepada pejabat atau perangkat daerah. 
Dengan demikian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan 
daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. 
                                                        
44 http//www.Wikipedia.org 
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Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dana bagi hasil sebagaimana 
yang dimaksud dengan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b yang dibagi 
antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah adalah 
penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB) yaitu masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) . 
 Pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang yang 
sama juga mengatur tentang besaran pembagian untuk daerah dengan 
rincian yakni penerimaan Pajak bumi dan bangunan sebesar 90% 
(sembilan puluh persen) yang terdiri atas 16,2% (enam belas koma dua 
puluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan 
melalui  Rekening Kas Umum Daerah provinsi; 64,8% (enam puluh empat 
koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan 
dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota; dan 9% 
(sembilan persen) untuk biaya pemungutan. 
 Kemudian pada ayat (3) Pasal 12 Undang-Undang yang sama 
menyebutkan bahwa 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari 
penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota 
yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, 
dengan imbangan yaitu 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara 
merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan 35% (tiga puluh 
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lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan 
kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana 
penerimaan sektor  tertentu. 
Pada daerah Kabupaten Muna pajak daerah dan retribusi daerah 
terkait dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian 
dapat terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dapat dilihat dari bagaimana Implementasi peraturan daerah  tersebut 
dalam mewujudkan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 
Untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I maka penelitian ini 
dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Muna, Dinas (PPKAD) 
Kabupaten Muna, DPRD Kabupaten Muna yakni sebagai perwakilan 
legislatif dalam pelaksanaan pengawasan penerapan peraturan daerah, 
Kepala atau sekertaris Dinas (PPKAD) Kabupaten Muna sebagai pihak 
yang melaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan, dan yang terakhir yaitu aparatur kecamatan sebagai kolektor 
atau pihak yang memungut  langsung pajak bumi dan banguanan di 
lapangan.  
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Berikut ini adalah data yang telah diolah dalam bentuk tabel tentang 
kinerja Pemerintahan daerah, yaitu dari Dinas PPKAD Kabupaten Muna 
(eksekutif)  yang telah melakukan sosialisasi tentang pemungutan pajak 
dan retribusi daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Muna (legislatif) yang 
telah melakukan reses sebelum, pada saat dan setelah disahkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada 15 kecamatan yang 
diambil sebagai sampel  dalam dalam penelitian ini. 
Tabel I.V  Sosialisasi dan Reses Dinas PPKAD dan DPRD Kab. Muna 
 
 
NO 
 
KECAMATAN 
SOSIALISASI DINAS 
PPKAD (Tahun) 
RESES Anggota DPRD 
(Tahun)  JUMLAH 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
1 KATOBU √ − − − - √ 2 
2 BATALAWORU - √ - - √ − 2 
3 KONTUNAGA - √ − √ - √ 3 
4 DURUKA √ - √ - √ - 3 
5 NAPABALANO - √ - − - √ 2 
6 KUSAMBI - √ √ - - √ 3 
7 KONTUKOWUNA - - - - √ √ 2 
8 TONGKUNO √ √ − √ - √ 4 
9 LASALEPA - - - - - √ 1 
10 KABAWO - √ √ √ - √ 4 
11 WATOPUTE √ − - − √ - 2 
12 LOHIA - √ √ − - - 2 
13 WADAGA - - - - √ √ 2 
14 LAWA - √ √ √ - - 3 
15 TONGKUNO SELATAN - √ √ − − √ 3 
JUMLAH 4 9 6 4 5 10 38 
(Sumber : Diolah dari sumber data Primer) 
 
Dari uraian table diatas kita dapat melihat bahwa terdapat 38 kali kegiatan 
yang dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Muna dan Anggota DPRD 
Kabupaten Muna dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah secara 
optimal. 
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 Selanjutnya adalah uraian deskriptif yang akan dipaparkan, yang 
bersumber dari hasil wawancara yang diperoleh selama penelitian ini 
dilakukan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna 
terhadap Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
Bahwa acuan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah dPengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten 
Muna Memberikan kewenangan kepada Dinas PPKAD untuk mengelola 
pendapatan, keuangan dan aset daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 
6 tahun 2007 tentang tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah 
Kabupaten  Muna. Dibawah ini adalah data yang telah diperoleh pada 
seksi pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas PPKAD terkait dengan 
penerbitan SPPT dan SKPDKB pada 15 kecamatan yang diambil sebagai 
sampel. 
Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh data mengenai jumlah wajib 
pajak yang melakukan penghindaran/pengelakan terhadap pajak bumi 
dan bangunan sebelum, pada saat dan setelah berlakunya Perturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomo 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muna 
 
54 
 
Berikut ini adalah penjabaran dalam bentu tabel yang akan penulis 
paparkan terkait dengan data yang penulis kumpulkan pada Dinas PPKAD 
Kabupaten Muna dalam penerbita SPPT dan SKPDKB: 
Tabel II.V Penerbitan SPPT dan SKPDKB Tahun 2011-2013 
 
 
NO. 
 
KECAMATAN 
PENERBITAN SPPT 
(Tahun) 
PENERBITAN 
SKPDKB  
(Tahun) 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 
1 KATOBU 6.722 6.738 6.742 18 15 23 
2 BATALAWORU 3.826 3.851 3.887 12 8 7 
3 KONTUNAGA 797 804 812 7 12 4 
4 DURUKA 2.456 2.471 2.484 15 26 22 
5 NAPABALANO 1.787 1.792 1.713 6 13 9 
6 KUSAMBI 1.065 1.071 1.076 4 5 9 
7 KONTUKOWUNA 776 777    781 3 2 6 
8 TONGKUNO 3.654 3.672 3.686 16 13 24 
9 LASALEPA 1.328 1.331 1.342 8 15 15 
10 KABAWO 1.912 1.923 1.928 - 7 6 
11 WATOPUTE 947 948 952 13 14 12 
12 LOHIA 853 856 868 7 3 3 
13 WADAGA 636 641 659 9 6 12 
14 LAWA 1.254 1.255 1.259 17 8 14 
15 
TONGKUNO 
SELATAN 
844 857 882 3 11 5 
JUMLAH 28.884 28.987 29.071  138 143 171 
(Sumber Dinas PPKAD Kabupaten Muna) 
Dari uraian tabel diatas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2011 
jumlah SPPT untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diterbitkan untuk 15 Kecamatan adalah sebanyak  28.884 dan jumlah 
SKPDKB yang diterbitkan sebanyak 138, asumsinya adalah jumlah wajib 
pajak bumi dan bangunan yang membayar pajak bumi dan banguan pada 
tahun 2011 di 15 Kecamatan di Kabupaten Muna adalah sebanyak 
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28.746. dimana hasil tersebut diperoleh dari jumlah SPPT yang diterbitkan 
dikurangi dengan jumlah SKPDKB yang diterbitkan. 
Pada tahun 2012 jumlah SPPT Bumi dan Bangunan yang diterbitkan 
adalah sebanyak 27.987 untuk 15 Kecamatan yang ada pada tabel diatas, 
sedangkan jumlah SKPDKB sebanyak 143. Dapat diprediksi bahwa 
jumlah objek pajak bumi dan banguan terbayar adalah sebanyak 27.844. 
jumlah ini lebih banyak dibanding dengan jumlah SPPT pada tahun 
sebelumnya dimana berdasarkan data yang diperoleh hal ini dikarenakan 
oleh beberapa hal, diantaranya yaitu adanya pendaftaran tanah yang 
dilakukan oleh masyarakat, pembangunan/pendirian bangunan, 
pembukaan lahan perkebunan/pertanian, penerbitan ukuran/luas tanah 
berdasarkan klasifikasi kelas-kelas objek pajak bumi yang terbitkan oleh 
Dinas Pertanahan.45 Klasifikasi tersebut antara lain yaitu pembagian kelas 
objek pajak wilayah perkebunan, pertanian, pemukiman dan peternakan.46 
Setelah disahkannya PERDA Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan dan 
diiringi dengan sosialisasi dan reses yang dilakukan oleh Dinas PPKAD 
Kabupaten Muna dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Masyarakat 
kemudian semakin gencar dalam melakukan pendaftaran tanah hal ini 
dapat terlihat dari jumlah SPPT yang diterbitkan pada tahun 2013 yaitu 
sebanyak 29.071. meskipun jumlah SKPDKB yang diterbitkan yaitu 
                                                        
45 Wawancara dengan Yani Biku sekertaris dinas PPKAD Kab.Muna (pada tanggal 3 Februari 2014) 
46 Ibid 
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sebanyak 171 namun jumlah objek pajak terbayar pada tahun ini yaitu 
sebanyak 27.900 pada 15 Kecamatan diatas.47 
Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan pada seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah 
melakukan hal-hal sbegai berikut agar implementasi Peraturan daerah 
Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat berjalan secara optimal yakni : 
1. Menyusun bahan rencana perumusan pendapatan asli daerah 
(PAD); 
2. Menyusun kebijakan teknis dalam melakukan pencatatan 
pendaftaran wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan 
maunpun perkotaan; 
3. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak bumi dan 
bangunan; 
4. Mengumpulkan dan mengelola data serta mencatat data objek 
dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 
5. Mengumpulkan formulir pendataan (SPPTD/SPTRD) yang 
diterbitkan kepada wajib pajak; 
6. Melaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak dan 
retribusi daerah secara umum;48 
                                                        
47 Ibid 
48 Ibid 
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Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memberikan 
kewenangan kepada KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan) Pratama Kota Bau-bau untuk mengelola Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Muna, namun dengan disahkannya Undang-
Undang tersebut maka daerah dituntut untuk memilki kantor pelayanan 
dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tersendiri serta produk hukum 
daerah terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 
dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten/kota. 49  
Berikut ini data mengenai target dan realisasi terkhusus untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muna secara keseluruhan 
sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 
Tabel III.V Target  dan Realisasi PBB Kab. Muna  
NO TAHUN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) CAPAIAN (%) 
1 2011 3.661.090.428 3.265.410.660 89,2% 
2 2012 3.672.027.985 3.381.849.672 92,1% 
3 2013 3.674.196.429 3.384.155.132 92,1% 
(Sumber : Dinas PPKAD Kab. Muna) 
Data tersebut diatas merupakan gambaran umum bahwa target dan 
realisasi pajak bumi dan bangunan antara tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013 tidak tercapai. Hal ini tentu saja menjadi salah satu indikator 
bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
                                                        
49 Ibid 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dikategorikan 
sebagai peraturan daerah yang telah berjalan secara optimal. 
Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah diatas 
bahwa dalam memungut langsung pajak bumi dan bangunan di lapangan 
tugas Dinas PPKAD kemudian dilaksanakan oleh aparatur kecamatan 
yang dilakukan oleh seksi ekonomi dan pembangunan pada masing-
masing kecamatan sebgai perpanjangan tangan pemerintah untuk 
melaksanakan fungsi memungut pajak pada tingkat Kelurahan/Desa. Dari 
uraian target dan realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan diatas 
tentu saja dapat terlihat bahwa realisasi pungutan pajak bumi dan 
bangunan selama 3 tahun terakhir tidak pernah tercapai. Hal ini tentu saja 
dikarenakan oleh beberapa faktor yang selalu menghambat kolektor 
dalam memungut pajak di lapangan.  
Kolektor biasanya melakukan pungutan pajak antara bulan Juni 
sampai dengan bulan september pada masing-masing kecamatan di 
kabupaten. Dan apabila wajib pajak melakukan penghindaran atau 
pengelakan terhadap pajak yang dikenakan berdasarkan SPPT maka 
Kolektor biasanya melakukan penegihan secara terus menerus. Namun 
apabila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya maka kolektor akan 
melakukan peneguran secara tertulis atau mendatangi wajib pajak 
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bersama kepala desa/lurah serta perangkat kecamatan lainya untuk 
dimintai pembayaran pajak.50 
Sanksi adminstrasi biasanya dilakukan apabila wajib pajak tidak 
mengindahkan teguran tertulis atau teguran lisan yang diberikan oleh 
perangkat kecamatan atau desa/lurah.51 `  untuk peran dan upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan daerah 
Khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan kiat-kita untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Pemerintah Daerah 
melakukan hal-hal sebagai berikut: pembetulan; pembatalan; 
pengurangan ketetapan; dan pengahapusan atau pengurangangan sanksi 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan.   
Atas permohonan wajib pajak atau keberatan, maka Kepala Daerah 
dapat melakukan pemebetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN 
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kepala daerah 
juga dapat melakukan pengurangkan atau penghapuskan sanksi 
adminstrasi berupa bunga denda dan menaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
                                                        
50  Wawancara dengan LM Raymond Kasi Ekbang Kec. Tongkuno (Pada tanggal 10 Februari 2014) 
51  Ibid. 
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sanksi tersebut dikenakan karena wajib pajak khilaf atau bukan karena 
kesalahannya. 
2. Pengawasan DPRD Kabupaten Muna Terhadap Pelaksanaan 
PERDA Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang baru 
terbentuk setelah hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara 
Repulbik Indonesia 1945. Lembaga  ini diberi fungsi antara lain, fungsi 
pengawasan sebagaimana dalam Bab VIIA, Pasal 22 D ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang MPR , DPR, DPD dan DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan.  
Merujuk ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya seperti peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap APBD dan  
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, serta kerja sama internasional yang 
diselenggarakan di daerah. 52 
                                                        
52 Ni’ matul Huda. 2005. Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangan dan Problemtika). 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar . Hal. 188 
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Selain kewenangan pengawasan seperti tersebut diatas, DPRD 
juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi 
pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara 
lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait 
kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan 
pertanggunjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa 
jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan BPK atas laporan 
keuangan pemerintah daerah, dan lain sebagainya termasuk menjaring 
aspirasi masyarakat melalui reses.53 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian/pengambilan data 
yang dilakukan pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Muna terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna terhadap Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 20012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  adalah sebagai 
berikut : 
1. Bentuk pengawasan dan evaluasi DPRD Kabupaten Muna 
terhadap kinerja Pemerintah daerah khususnya Dinas PPKAD 
Kabupaten Muna biasanya dilakukan pada saat rapat pimpinan 
daerah atau pembahasan rencana anggaran pembiayaan dan 
                                                        
53  Wawancara dengan Taufan Ketua Komisi I DPRD Kab. Muna (pada tanggal 11 Februari 2014) 
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belanja daerah (Rapat RAPBD) yang dilakukan bersama-sama 
dengan pemerintah daerah. 
2. DPRD Kabupaten Muna telah melakukan sosialisasi terkait 
dengan disahkanya Perda tentang Pajak bumi dan bangunan 
yang kini diambil alih oleh pemetintah daerah Kabupaten Muna 
pada masing-masing daerah pemilihannya 
3. Bentuk pengawasan yang paling sering dilakukan di lapangan 
adalah penyampaian dan penampungan aspirasi masyarakat 
pada saat reses yang di selenggarakan di kecamatan-kecamatan 
pada masing-masing daerah pemilihannya 
4. DPRD Kabupaten Muna belum pernah memberikan teguran serius 
terkait dengan tidak tercapainya target pungutan Pajak bumi dan 
bangunan terhadap pemerintah daerah sebelum atau sesudah 
disahkanya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
5. DPRD Kabupaten Muna tidak pernah melakukan pengawasan 
terhadap mekanisme pemungutan pajak secara langsung kepada 
wajib pajak pada masing-masing daerah pemilihannya.54 
Sementara itu tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan BPK atas laporan 
keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selalu menjadi sorotan DPRD 
                                                        
54  Ibid 
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kabupaten Muna apalagi dilihat bahwa pencapaian/realisasi Pajak Bumi 
dan bangunan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang 
tidak pernah mencapai target, meskipun tiap tahunnya selalu ada 
peningkatan  hasil pungutan pajak bumi dan bangunan. 
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang PBB Perkotaan 
dan Perdesaan tidak Berjalan secara Optimal 
 
Bahwa berdasarkan hasil penelitian/pengambilan data yang dilakukan 
di sekretariat DPRD Kabupaten Muna, Dinas PPKAD dan 15 kecamatan 
yang diambil sebagai sampel terkait dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 
12 Tahun 2012 tentang PBB Perkotaan dan Perdesaan tidak berjalan 
secara Optimal yaitu sebagai berikut : 
1. Luas tanah yang ditetapkan dalam SPPT tidak sesuai dengan luas 
tanah yang ada di lapangan; 
2. Domisili wajib pajak tidak berada di lokasi objek pajak; 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingya pembayaran 
Pajak dan Retribusi Daerah; 
4. Keadaan finansial masyarakat yang tidak memungkin untuk 
membayar Pajak Daerah; 
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelas-kelas objek 
pajak bumi dan bangunan; 
6. Penetapan kelas-kelas objek pajak yang tidak valid oleh pemrintah; 
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7. Masih kurangnya keterlibatan langsung DPRD kabupaten Muna 
dalam hal menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan 
daerah; 
8. Masih kurangnya regulasi dan evaluasi dinas PPKAD terkait 
dengan kesalahan penerbitan SPPT; 
9. Pada saat kolektor melakukan penagihan wajib pajak tidak berada 
di tempat.55 
Meski kendala-kendala yang kerap kali ditemukan seperti diatas. 
tugas pemerintah yang dijalankan oleh kolektor dalam memungut pajak, 
tidak hanya berhenti sampai disitu melainkan kolektor mengambil inisiatif 
dengan melakukan penagihan secara terus menerus, memberikan 
toleransi sampai dengan batas akhir pemungutan,  sampai dengan 
melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada wajib pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
55 Wawancara dengan Kasi Ekbang Pada 15 Kecamatan terkait. 
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BAB V 
PENUTUP 
A . Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah 
uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi Peraturan daerah kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam rangka Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dapat 
dikategorikan sebagai Peraturan Daerah yang berjalan secara 
optimal. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi landasan 
penulis mengambil kesimpulan demikian : 
a. Dari aspek materi muatan yang terdapat dalam peraturan 
daerah tersebut telah mampu menjawab beberapa hal yang 
bersifat fundamental yang terdapat dalam masyarakat 
terkait dengan urgensi penyelenggaraan pungutan pajak 
bumi dan bangunan dalam lingkup daerah Kabupaten 
Muna; 
b. Dari aspek penyelenggara dalam hal ini pemerintah yang 
bertanggung jawab atas pelekasana teknis dalam 
pemungutan pajak bumi dan bangun telah bersifat pro-aktif 
dalam penyelenggaraan pungutan pajak bumi dan 
bangunan dalam tataran pemerintahan maupun kegiatan 
lapangan; 
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c. Dari aspek masyarakat dapat terlihat bahwa beberapa hal 
positif sejak diberlakukannya peraturan daerah tersebut hal 
tersebuat dapat dilihat dari tumbuhnya kesadaran untuk 
melakukan langkah-langkah hukum dalam penertiban 
pendaftaran tanah dan kemauan untuk menunaikan 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat dilihat 
dari meningkatnya realisasi pajak bumi dan bangunan tiap 
tahunya. 
2. Faktor-faktor yang menghabat Implementasi Peraturan daerah 
tersebut antara lain: 
1. Kemampuan mengelola data, yakni penerbitan luas tanah 
oleh dinas pertanahan kerap kali tidak sesuai dengan luas 
tanah yang sebenarnya sehingga masyarakat keberatan dan 
melakukan penghindaran terhadap pembayaran pajak bumi; 
pendataan yang tidak valid oleh Dinas PPKAD sehingga 
terjadi SPPT ganda dan adanya sengketa dalam lingkup 
kepemilikan tanah sehingga terjadi tarik ulur antara kolektor 
dengan wajib pajak. 
2. Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya pemahaman 
mayarakat tentang kelas-kelas objek pajak bumi dan 
bangunan; 
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B.  Saran 
1. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah 
perlu melakukan kerjasama secara maksimal dengan legislatif  dan 
masyarakat untuk dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli 
daerah dan menjaga capaian realisasi pungutan pajak bumi dan 
bangunan ini. 
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian terkait 
dengan pentingnya pembayaran pajak daerah dan implikasinya  
terhadap pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi di daerah. 
3. Perlu adanya pendataan yang jelas yang dikeluarkan oleh dinas 
Pertanahan agar ada penyesuaian antara luas tanah dalam SPPT 
dan luas tanah yang sebenarnya. 
4. Dinas PPKAD sebagai dinas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah 
perlu kiranya memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang 
ada, untuk kemudian menyediakan tenaga ahli yang dapat 
mengelola data secara maksimal. 
 
 
 
 
 
68 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Abdullah, Rozali .2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan 
Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo. 
Tunggal, Amin Widjaja .1991. Pelaksanaan Pajak Penghasilan 
Perseorangan. Jakarta : Rineka Cipta. 
Djamali, Abdoel .1984. Pengantar Hukum Indonesia (edisi revisi). 
Jakarta: Raja Grafindo. 
Huda, Ni’ matul .2005. Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah 
perkembangan dan Problemtika). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Kusno, Wibowo Wahyu .2002.  Dilihat pada tesis hal. 1 yang diajukan 
pada program pasca sarjana Universitas Diponegoro yang berjudul : 
Mekanisme penetapan tarif pajak bumi dan bangunan Kota 
Banjarnegara. 
Kuncoro Mudrajad .2004 . Otonomi dan Pembangunan Daerah : 
Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang  “Ide Dasar 
Desentralisasi” JakartA : Erlangga. 
Marzuki, H.M. Laica .2009. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan 
daerah, Jurnal Konstitusi MK volume 6 nomor 4. Jakarta: Sekretariat 
jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 
Ratnawati Tri .2006. Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia Pada 
Masa Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 2000-2005). 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Ruslan, Achmad. .2011. Teori dan panduan praktik pembentukan 
peraturan perundang-undngan di Indonesia. Yogyakarta: 
Rangkang Education 
Rosdiana Haula, Tarigan Rasin .2005. Perpajakan (teori dan aplikasi). 
Jakarta: Raja Grafindo. 
Saidi, Muhammad Djafar .2007. Pebaharuan Hukum Pajak. Jakarta: Raja 
Grafindo. 
Siahaan Marihot. P .2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: 
Rajawali Pers. 
69 
 
Sunarno, Siswato .2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. 
Jakarta: Sinar Grafika. 
Thaib, Dahlan .2009. Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif 
Konstitusional). Yogyakarta: Total Media. 
 
UNDANG-UNDANG 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
 
PERATURAN PEMERINTAH 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
 
PERATURAN DAERAH 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Muna. 
WAWANCARA 
Taufan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muna (Pada Tanggal 11 Februari 
2014) 
Yani Biku Sekertaris Dinas PPKAD Kabupaten Muna (Pada Tanggal 3 
Februari 2014) 
70 
 
SUMBER LAIN 
http.//www.Wikipedia.com.//qiar//Pemerintah&*Kabupaten0#Muna//09277386252
55225622 . diakses pada tanggal 23 Februari 2014 Pukul 02.24 Wita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
 
 
 
 
